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Abstrak  

Pengaturan tentang sistem penguasaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat dalam Peraturan 
Perundang-Undangan menunjukan bahwa pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat terhadap aspek 
pertanahan, kehutanan, perkebunan dan lingkungan hidup sudah sangat kuat dan telah terbukti bahwa pengaturan 
tersebut telah tertuang dalam pengaturan perundang-undangan, meskipun sampai saat ini belum ada pernagkat 
hukum yang harmonis dan pelaksanaan yang memadai. Kedudukan hukum (legal position) atas sistem penguasaan 
tanah yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang saat ini masih diakui keberadaannya, namun secara yuridis 
keberadaan tanah adat tersebut belum dapat dilaksanakan karena Peraturan Daerah untuk itu belum diterbitkan. 
Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi tentang hutan adat, hukum adat adalah hutan milik masyarakat hukum adat 
setempat dan dapat dijadikan pedoman dalam penerbitan Peraturan Daerah. Upaya hukum yang dilakukan adalah 
dengan melakukan advokasi kepada masyarakat untuk mensosialisasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 
35/PUU-X/2012 dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menerbitkan aturan daerah. 
Kata Kunci: Tanah; Masyarakat Adat; Tanah Negara; Hutan Adat 

 
Abstract  

The iregulation ion ithe isystem iof iland itenure ipracticed iby iindigenous ipeople iin ithe iRegulation iof iLegislation 
ishowed ithat ithe irecognition iof ithe iexistence iof iindigenous ipeople iwith iregard ito ithe iaspect iof iland, iforestry, 
iplantation, iand iliving ienvironment ihas ibeen ivery istrong iand iit ihas ibeen iproven ithat isuch iarrangement ihas 
ibeen istated iin ithe iRegulation iof iLegislation, ialthough, iup ito inow, ithere iis ino iharmonious ilegal iinstrument 
iandadequate iimplementation iyet. iThe iposition iof ilaw (legal iposition) iover ithe isystem iof iland itenure ipracticed 
iby iindigenous ipeople iis ifactually istill irecognized iby ithe icommunity. Where ithe iadat iland exists iis icurrently 
istill irecognized, ibut ijuridically, ithe iexistense iof ithe iadat iland ihas inot ibeen iable ito ibe iimplemented ibecause 
iLocal iRegulation ifor ithat ipurpose ihas inot ibeen iissuedyet. iAccording ito ithe iDecision iof iConstitutional iCourt 
ion iadat iforest. iAdat iForest iis ithe iforest ibelongs iof ithe ilocal iindigenous ipeople iand iit ican ibe iused ias ia 
iguideline iin ithe iissuance iof ilocal iRegulation. iThe ilegal iaction itaken iwas iby iadvocating ithe icommunity ito 
isocialize ithe iDecision iof iConstitutional iCourt iNo i35/ iPUU-X/ i2012 iand iprovide irecommendations ito ithe 
igovernment ito iissue ia iLocal iRegulation. 
Keyword: iLand iTemure; iIndegenous iPeople; iState iLand; iAdat iForest 
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PENDAHULUAN 

Hubungan hukum antara manusia dengan tanah di Indonesia telah lama mendapat 

perhatian. Sifat hubungan itu senantiasa berkembang menurut perkembangan budaya terutama 

oleh pengaruh sosial, politik dan ekonomi.  Kuatnya sistem penguasaan tanah menurut adat 

merupakan sistem penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat yang merupakan cerminan dari 

sistem budaya dan perekonomian tradisional yang hidup di Indonesia (Soetono, 2016). Sistem 

penguasaan yang khas milik Indonesia kemudian berkembang dalam kebiasaan sehari-hari yang 

akhirnya diakui dan dan ditaati sebagai hukum yang berlaku dan dikenal dengan nama hukum 

adat (Munthe & Hafi, 2018; Pohan, 2018).  

Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh Undang-Undang Pokok Agraria merupakan hal yang 

wajar, karena hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya Negera 

Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria 

menegaskan pengakuan tersebut dengan menyebutkan (Sumardjono, 2011) Penguasaan dapat 

dipakai dalam arti fisik dan juga dalam arti yuridis. Ada penguasaan beraspek privat dan beraspek 

public (Rachman dkk, 2021; Krisnanto, 2021).  

Penguasaan dalam arti fisik adalah penguasaan yang dilandasi hak yang dilindungi oleh 

hukum dan pada umumnya memberi wewenang kepada pemegang hak untuk menguasai secara 

fisik tanah yang dimilikinya, misalnya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat 

dari tanah yang dimilikinya, tidak diserahkan kepada pihak lain (Santoso, 2015).  

Penguasaan secara yuridis biarkan memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang 

dimiliki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dikuasai oleh orang lain. Sebagai 

contoh seseorang yang memiliki tanah tidak mempergunakan tanahnya sendiri akan tetapi 

disewakan kepada pihak lain. Dalam hal ini secara yuridis tanah tersebut dimiliki oleh ornag lain 

akan tetapi secara fisik dipergunakan atau dimanfaatkan bagi penyewa tanah. Ada juga 

penguasaan yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan 

secara fisik (Lumbantobing dkk, 2021; Sitepu dkk, 2021).  

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pada Undang-

Undang Pokok Agraria bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari 

masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa 

sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa 

serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih 

tinggi (Sumardjono, 2011). 

Hal ini dipertegas dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebut bahwa 

hukum agrarian yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat. Hukum adat 

yang dapat dipakai sebagai sumber hukum agrarian adalah hukum adat yang telah dihilangkan 

sifat-sifat khusus kedaerahannya dan diberi sifat nasional (Saragih dkk, 2021; Surbakti & Zulyadi, 

2019). 

Dalam rangka menjalankan mandat konstitusi maka pada sector kehutanan sebagai salah 

satu kekayaan sumber daya alam yang ada, pemerintah menyusun Undnag-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan (untuk selanjutnya disebut sebagai undang-undang kehutanan). 

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Kehutanan menyebutkan bahwa penyelenggaraan kehutanan 

bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan 

(Pulungan dkk, 2019; Simbolon dkk, 2019). 

Faktanya selama berlakunya undang-undang kehutanan ini telah dijadikan sebagai alat 

Negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adatnya 

untuk kemudian dijadikan sebagai hutan Negara yang selanjutnya justru atas nama Negara 

diberikan dan/ atau diserahkan kepada para pemilik modal melalui berbagai skema perizinan 
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untuk dieksploitasi tanpa memperhatikan hak serta kearifan lokal kesatuan masyarakat hukum 

adat, hal ini dapat menyebabkan terjadinya konflik antara kesatuan masyarakat hukum adat 

tersebut dengan para pengusaha yang memanfaatkan hutan adat mereka. Dalam praktik yang 

demikiam terjadi pada sebagian besar wilayah Republik Indonesia, hal ini pada akhirnya 

menyebabkan terjadinya arus penolakan atas pemberlakukan Undang-Undang Kehutanan. 

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Kehutanan yang dianggap telah dijadikan sebagai alat 

Negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah tanah adat, 

kemudian dijadikan sebagai Hutan Negara adalah Pasal 1 angka (6), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat 

(1, 2 dan 3) yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 angka (6) undang-undang kehutanan menyebutkan: 

“Hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. 

Pasal 4 ayat (3) undang-undang kehutanan menyebutkan: 

“Penguasaan tanah oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, 

sepanjang masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan 

nasional”. 

Pasal 5 

(1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: 

a. Hutan negara dan 

b. Hutan hak. 

(2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa hutan 

adat. 

(3) Pemerintah menetapkan status hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat 

yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. 

(4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan 

tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah. 

Pasal 67 Undang-Undang Kehutanan berbunyi: 

(1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui 

keberadaannya berhak: 

a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari 

masyarakat adat yang bersangkutan. 

b. Melakukan kegiatan pengolahan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak 

bertentangan dengan undang-undang. 

c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. 

(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

METODE PENELITIAN 

Adanya ketentuan hutan adat sebagai bagian dari hutan Negara yang berarti dapat 

mengaburkan eksistensi dari hutan adat karena Negara dapat secara bebas mengambil alih hutan 

adat untuk kepentingan tertentu. Undang-Undang kehutanan tersebut telah digugat oleh 

kelompok masyarakat Hukum Adat Kesepuhan Cisitu Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan 

mengajukan gugatan uji materil pasal-pasal tersebut diatas ke Mahkamah Konstitusi yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap (final dan mengikuti) dengan mengabulkan gugatan pemohon 
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sebagian dalam keputusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 35 /PUU-X/2012 sehingga hutan adat 

memiliki kedudukan yang kuat kembali. 

Hak ulayat itu diakui dengan pembatasan tertentu, yakni mengenai eksistensinya dan 

pelaksanaannya. Dalam kenyataannya pada waktu itu banyak didaerah masih terdapat tanah-

tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan 

penggunaannya didasarkan kepada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga 

masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya (Murad, 2017). Secara umum 

pengertian hak ulayat utamanya berkenaan dengan hubungan hukum antara masyarakat hukum 

adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya. Hubungan hukum tersebut berisi wewenang dan 

kewajiban. Dalam pengertian “tanah dalam lingkungan wilayahnya” menurut Ter Haar adalah 

mencakup luas kewenangan masyarakat hukum adat berkenaan dengan tanah, termasuk segala 

isinya yakni perairan, tumbuh-tumbuhan dan binatang dalam wilayahnya yang menjadi sumber 

kehidupan dan mata pencahariannya (Kartasapoetra, 2016). Pemahaman ini penting karena pada 

umumnya pembicaraan mengenai hak ulayat hanya difokuskan pada hubungan hukum  dengan 

tanahnya saja. 

Dalam kenyataannya yang dimasukan kedalam hutan lindung banyak yang telah berubah 

fungsi jadi perkebunan, ada yang semula memang merupakan hutan adat yang dikelola dan 

dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Tanah Negara bukanlah tanah yang dimiliki Negara, tetapi 

tanah yang dikuasai dan diurusi oleh Negara dan Negara telah memberikan kesempatan kepada 

warga Negaranya untuk menguasai. Asal konsep tanah Negara itu adalah Negara bukan pemilik, 

tetapi hanya mengatur, mengurus dan menjaga (Yusuf, 2011). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum tanah dibagi menjadi dua yaitu 
(Ruchyat, 2014): 
a. Hak penguasaan tanah sebagai lembaga hukum. Hak penguasaan tanah ini belum dihubungkan 

dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya. Ketentuan-
ketentuan dalam penguasaan atas tanah adalah sebagai berikut: 
1) Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan. 
2) Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan dilarang untuk 

diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya. 
3) Mengatur hal-hal mengenai subjeknya, siapa yang boleh menjadi pemegang haknya dan 

syarat-syarat bagi penguasaannya. 
4) Mengatur hal-hal mengenai tanahnya. 

b. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan yang konkrit. Hak penguasaan atas tanah ini 
sudah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum 
tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya. Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan 
atas tanah adalah sebagai berikut: 
1) Mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu hubungan hukum yang konkrit 

dengan nama atau sebutan hak penguasaan atas tanah tertentu; 
2) Mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan pihak lain; 
3) Mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain; 
4) Mengatur hal-hal mengenai hapusnya; 
5) Mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya. 

Dalam kaitannya dengan dengan hubungan hukum antara pemegang hak dengan hak atas 
tanahnya ada 8 (delapan) macam asas dalam Hukum Tanah (Harsono, 2013) yaitu: 
a. Asas regiositas, yang memperhatikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama 

(Konsiderans berpendapat, Pasal 1 dan Pasal 49 UUPA). 
b. Asas kebangsaan yang mendahulukan kepentingan nasional dengan memberi kesempatan 

kepada pihak asing menguasai dan menggunakan tanah untuk keperluan usahanya, yang 
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bermanfaat bagi kemajuan dan kemakmran bangsa dan Negara (Pasal 9, Pasal 20 dan Pasal 55 
UUPA). 

c. Asas demokrasi dengan tidak mengadakan perbedaan antar gender, suku, agama dan wilayah 
(Pasal 4 dan Pasal 9 UUPA). 

d. Asas pemerataan, pembatasan dan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah yang 
tersedia (Pasal 7, Pasal 11 dam Pasal 17 UUPA). 

e. Asas kebersamaan dan kemitraan dalam penguasaan dan penggunaan tanah dengan 
memberdayakan golongan ekonomi lemah, terutama para petani (Pasal 11 dan Pasal 12 
UUPA). 

f. Asas kepastian hukum dan keterbukaan dalam penguasaan dan penggunaan tanah serta 
perlindungan bagi golongan ekonomi rendah, terutama para petani (Pasal 11, Pasal 13 dan 
Pasal 19 UUPA). 

g. Asas penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai sumber daya alam strategis secara 
berencana, optimal, efesiensi dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kemakmuran 
dan kesejahteraan bersama dengan menjaga kelestarian kemampuan dan lingkungannya 
(Pasal 13 dan Pasal 14 UUPA). 

h. Asas kemanusiaa yang adil dan beradab dalam penyelesaian masalah-masalah pertanahan 
sesuai dengan sila kedua Pancasila.  

Berikut iinventarisir ibeberapa iPerundang-undangan iyang isecara iyuridis 

memberikanipengakuanibaikmengenaiieksistensiikeberadaannyaimaupun imengenai hak-hak 

iyang imelekat ipada imasyarakat ihukum iadat. 

Undang-Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia iTahun i1945. 

Pasal i18Bi(1) iberbunyi:  

` “Negara imengakui idan imenghormati isatuan-satuan pemerintahan idaerah Iyang 

ibersifat ikhusus iatau ibersifat iistimewa iyang idiatur dengan iUndang-Undang.” 

Pasal i18B iayati(2) iberbunyi: 

“ ”Negara mengakui idan imenghormati ikesatuan-kesatuan imasyarakat I hukum iadat 

ibeserta ihak-hak itradisionalnya isepanjang masih hidup idan I sesuai idengan 

iperkembangan imasyarakat i dan prinsip iNegara Kesatuan I  Republik i Indonesia, i yang 

i diatur i dalam iundang- iundang”. 

Pasal i28I iayati(3) iberbunyi: i“Identitas ibudaya idan ihak imasyarakat itradisional di 

ihormati iselaras idengan iperkembangan izaman idan iperadaban.”17 iDalam pasal ini idi iakui 

iadanya ikebudayaan isebuah ikelompok imasyarakat, iwalaupun ibelum jelas imasyarakat imana 

iyang idimaksud. iKetika ipasal iini idi ihubungkan idengan Pasal i18B iayat i(2) imaka idapat 

iditarik ikesimpulan ibahwa iyang idimaksud dengan imasyarakat itradisional idalam iPasal i28I 

iayat i(3) iadalah imasyarakat hukum iadat idengan ihak itradisionalnya. 

TAP iMPR iNomor iXVII/ iMPR/ i1998 itentang iHak iAzasi iManusia. 

Ketetapan iini imenegaskan ibahwa ipengakuan idan iperlindungan ikepada masyarakat 

ihukum iadat imerupakan ibagian idari ipenghormatan iterhadap iHak Azasi iManusia. iHal 

itersebut iterlihat ipada iPasal i32 iyang imenyatakan ibahwa “Setiap iorang iberhak imempunyai 

ihak imilik itersebut itidak iboleh isewenang-wenang, iselanjutnya ipada iPasal i41 idisebutkan 

ibahwa: i“Identitas ibudaya masyarakat itradisional, itermasuk ihak iulayat, idilindungi iselaras 

idengan perkembangan izaman.” iTap iXVII/ iMPR/ i1998 itentang ihak iazasi imanusia itelah 

diterjemahkan ikedalam iUU iNomor i39 iTahun i1999 itentang iHAM (iSaptono, 2016). 

Pasal i5 iayat (3) iberbunyi i: i“Setiap iorang iyang itermasuk ikelompok iMasyarakat yang 

irentan iberhak imemperoleh ipengakuan idan iperlindungan ilebih iberkenaan dengan 

ikekhususannya.” iPasal i6 iayat i(1) iberbunyi i: i“Dalam irangka ipenegakan Hak iAzasi iManusia, 

iperbedaan idan ikebutuhan idalam imasyarakat ihukum iadat harus idiperhatikan idan 

idilindungi ioleh ihukum, imasyarakat idan iPemerintah.” Pasal i6 iayat i(2) iberbunyi: i“Identitas 
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ibudaya imasyarakat ihukum iadat, itermasuk hak iatas itanah iulayat idilindungi, iselaras idengan 

iperkembangan izaman.” 

Undang-undang iNomor i5 iTahun i1960 itentang iPeraturan iDasar iPokok- iPokok Agraria. 

Pasal i2 iayat i(4) iberbunyi:  

“Hak imenguasai idari iNegara itersebut idiatas ipelaksanaannya idapat idikuasakan kepada 

idaerah-daerah iswatantra idan imasyarakat-masyarakat ihukum iadat, sekedar idiperlukan idan 

itidak ibertentangan idengan ikepentingan inasional, menurut iketentuan-ketentuan iperaturan 

ipemerintahan.” 

Pasal i5 iberbunyi: 

”Hukum Agraria iyang iberlaku iatas ibumi, iair, dan ruang angkasa ialah hukum adat, 

sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Inasional dan Negara, yang berdasarkan atas 

persatuan bangsa, idengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang terantum 

dalam undang undang ini dan dengan peraturan iperundangan lainnya, segala sesuatu dengan 

mengindahkan unsur-unsur iyang bersandar yang bersandar pada Hukum Agama”. 

Secara iKhusus iperlu idicatat iadanya isikap iambivalen idalam iUU iNo.5 Tahun i1960 

itentang iPokok-pokok iAgraria, iterhadap ihukum iadat idan masyarakat iadat. iPada isuatu isisi, 

iundang-undang iini isecara itegas imenyatakan bahwa ihukum iAdat imerupakan isumber idari 

ihukum iagraria inasional ikita. Namun ipada isisi ilain, ieksistensi imasyarakat ihukum iadat 

i(yang imerupakan konteks isosio icultural ilahirnya ihukum iadat itersebut) idibebani idengan 

ibeberapa kondisionalitas, iyang iberpotensi iuntuk imenafikkan ikeberadaan imasyarakat iadat 

tersebut. iPeraturan iMeteri iAgraria/ iKepala iBadan iPertahanan iNasional iNomor i5 Tahun 

i 1999 iTentang iTanah iUlayat. iPeraturan iMenteri iAgraria/ iKepala iBadan Pertahanan 

iNasional iini imemberikan ipetunjuk iteknis iprosedur ipenelitian, pengesahan, idan ipendaftaran 

itanah iulayat. 

Peraturan iMenteri iNegara iAgrari/ iKepala iBadan iPertahanan iNasional Nomor i9 iTahun 

i1999 itentang iTata iCara iPemberian idan iPembatalan iHak iAtas Tanah iNegara idan iHak 

iPengelolaan. Peraturan iMenteri iAgraria iini imengatur tentang iTata iCara iPembatalan iHak 

iAtas iTanah iNegara idan iPengelolaan idapat kita ilihat idalam iPasal-Pasal iberikut iini: 

Pasal i3 iberbunyi: iPelaksanaan iHak iulayat imasyarakat ihukum iadat isebagaimana 

dimaksud ipada iPasal i2 itidak idapat ilagi idilakukan iterhadap ibidang-bidang tanah yang ipada 

isaat iditetapkannya iPeraturan iDaerah isebagaimana idimaksud Pasal i6: 

Sampai idewasa iini isecara iyuridis imateril itanah iyang idikenal isebagai itanah ihak milik 

iyang ibanyak iterdapat iditengah imasyarakat iadalah ihak imilik iberdasarkan hukum iadat. 

iApalagi ioleh iUUPA ipada iPasal i22 idinyatakan ibahwa ihak imilik dapat iterjadi iberdasarkan 

ihukum iadat iyang iakan idiatur idengan iPeraturan iPemerintah. iSementara iPeraturan 

iPemerintah idimaksud itak ikunjung ilahir (Ansari, 2015). 

Sebagaimana idiketahui isebelum iberlakunya iUUPA iberlaku ibersamaan idua iperangkat 

ihukum itanah idi iIndonesia i(dualisme). iSatu ibersumber ipada ihukum iadat idisebut ihukum 

itanah iadat idan iyang ilain ibersumber ipada ihukum ibarat idisebut ihukum itanah iBarat. 

iDengan iberlakunya ihukum iagraria iyang ibersifat inasional i(UUPA) imaka iterhadap itanah-

tanah idengan ihak ibarat imaupun itanah-tanah idengan ihak iadat iharus idicarikan ipadanannya 

idi idalam iUUPA. iUntuk idapat imasuk ike idalam isistem idari iUUPA idiselesaikan idengan 

imelalui ilembaga ikonversi. 

Selain itanah-tanah iyang idisebut idi iatas iyang itunduk ipada ihukum iadat iada ijuga ihak-

hak iatas itanah iyang ilain iyang idikenal idengan inama iantara ilain iganggam ibauntuik, 

ianggaduh, ibengkok, ilungguh, ipituas idan ilain-lain.  Ciri ihak imilik iberdasarkan ihukum iadat 

iini iadalah imelalui iproses ipembukaan tanah ioleh iindividu iatas itanah-tanah ihak iulayat. 
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iPada imasa iberikutnya ibiasa isaja terjadi ipengalihan ihak, i bisa ikepada iorang imasyarakat 

ihukum iadat isetempat idan itidak itertutup ikemungkinannya ikepada imereka iyang ibukan 

ianggota imasyarakat ihukum iyang ibersangkutan. iHal iini idapat idan imudah iterjadi iakibat 

iperkembangan imasyarakat ibahwa isatu imasyarakat ihukum iadat itidak idapat ilagi ihidup 

isecara ieksklusif i(tersendiri) isebagai isuatu irefleksi ijiwa imasyarakat iIndonesia iyang imerasa 

isebagai i satu ibangsa idan isatu itanah iair iIndonesia. 

Ketentuan imengenai ihak imilik idisebutkan idalam iPasal i16 iayat i(1) ihuruf i(a) iUUPA. 

iSecara ikhusus idiatur idalam iPasal i20 ihingga iPasal i27 iUUPA. iMenurut iPasal i50 iayat i(1) 

iUUPA, iketentuan ilebih ilanjut imengenai ihak imilik idiatur idengan iundang- iundang. iUndang-

undang iyang idiperintahkan idisini i sampai isekarang ibelum iterbentuk. iUntuk iitu 

idiberlakukan iPasal i56 iUUPA, iyaitu iselama iUndangundang itentang ihak imilik ibelum 

iterbentuk, imaka iyang iberlaku iadalah iketentuanketentuan iHukum iAdat isetempat idan 

iPeraturan-peraturan ilainnya isepanjang itidak ibertentangan idengan iUUPA (Santoso, 2016). 

Hak-hak iatas itanah iberdasarkan isistem iUUPA iterikat ikepada ibeberapa iazas iatau 

iprinsif iterutama iazas ihak imenguasai iNegara, iazas ikebangsaan (prinsip inasionalitas), 

iprinsip iunifikasi, iprinsip ikesamaan ikedudukan iantara laki-laki idan iwanita iuntuk 

imemperoleh i hak i atas i tanah, i perinsip i terjadi dan i hapusnya i hak, prinsip ifungsi isosial 

itanah, ikewajiban-kewajiban isubjek dalam ipenggunaan itanah idan ilain-lainnya. iSemua iazas/ 

iprinsif idimaksud melekat ipada imasing-masing ihak iatas itanah itersebut (Ansari, 2015). 

Hutan-hutan iyang idikuasai ioleh imasyarakat ihukum iadat itermasuk ihutan iNegara, 

imasyarakat imemiliki ihak iuntuk imemperoleh imanfaat idari ihasil ihutan itersebut i dalam 

i satu iekosistem iyang idalam isistem ikehutanan iharus itidak iterpisahdari ipengertian ihutan 

iitu isendiri. iDi idalam iisi ihak iulayat itidak imembedakan ihutan idan ibukan ihutan, isebab 

iyang imenjadi ihak iulayat iitu isendiri imeliputi: 

a. Tanah i(daratan); 
b. Air i(perairan) iseperti imisalnya isungai, idanau, ipantai ibeserta iperairannya. 
c. Tumbuh-tumbuhan iyang ihidup isecara iliar; 
d. Binatang iyang ihidup iliar idi ihutan. 

Dengan iberkembangnya ikehidupan imasyarakat ihukum iadat itersebut itelah 
imengaburkan ihubungan ihak iulayat iitu idengan imasyarakatnya. iMasyarakat iAdat iyang 
imeninggalkan itanahnya idan ipindah ike itempat ilain, ikarena idianggap itidak isubur ilagi idi 
itempat isemula idan iakan ipergi ikedaerah ilain isehingga ieksistensi ihak iulayat iitu i mulai 
idiperjualbelikan idan imenjadi imenguatlah ihak iseseorang idi iatas itanah iulayat.26 

Hak-hak imasyarakat ihukum iadat isebagaimana idimaksud idalam iPasal i67 iUU Nomor 
i41 iTahun i1999 itentang iKehutanan iadalah isebagai iberikut: 
1. Masyarakat ihukum iadat isepanjang imenurut ikenyataannya imasih iada idan diakui 

ikeberadaannya iberhak: 
a. Melakukan ipemungutan ihasil ihutan iuntuk ipemenuhan ikebutuhan ihidup sehari-hari 

imasyarakat iadat iyang ibersangkutan; 
b. Melakukan ikegiatan ipengelolaan ihutan iberdasarkan i hukum iadat iyang berlaku idan 

itidak ibertentangan idengan iundang- iundang, idan 
c. Mendapatkan ipemberdayaan idalam irangka imeningkatkan kesejahteraannya. 

2. Pengukuhan ikeberadaan idan ihapusnya imasyarakat ihukum iadat sebagaimana idimaksud 
ipada iayat i(1) iditetapkan idengan iPeraturan iDaerah. 

3. Ketentuan ilebih ilanjut isebagaimana idimaksud ipada iayat dan iayat i(2) idiatur idengan 
iPeraturan iPemerintah. 

Dalam i penjelasan i Pasal i 67 i UU i Kehutanan i diperjelas i lagi  I bahwa: 

Ayat i(1) 

Masyarakat i hukum iadat i diakui i keberadaannya, i jika imenurut kenyataannya 

memenuhi iunsur iantara ilain: 
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a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap); 
b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa I    adatnya; 
c. Ada iwilayah ihukum iadat iyang ijelas; 
d. Ada i pranata i dan i perangkat ihukum, ikhususnya iperadilan iadat, iyang imasih iditaati; 
e. Masih imengadakan ipemungutan ihasil ihutan idi iwilayah ihutan, idan 
f. Sekitarnya iuntuk ipemenuhan ikebutuhan ihidup isehari-hari. 

Warga imasyarakat ihukum iadat imempunyai ihak idan ikewajiban iterhadap hutan. iHak 

itersebut iberkaitan idengan ipemenuhan ikebutuhan ihidup isehari-hari dari ihutan iyang 

imeliputi: iHak iuntuk imenikmati ihasil ihutan iyang iberupa ikayu, rotan, idamar, imadu idan 

isebagainya, itermasuk ijuga iuntuk itempat iberburu binatang. iAdapun ikewajiban iwarga 

imasyarakat ihukum iadat iterhadap ihutan adalah imenjaga ihutan iagar ilestari. iPelanggaran 

iatas ikewajiban itersbut idapat dikenakan isanksi isesuai i dengan i aturan iadat iyang idibuat 

idan iditaati ioleh masyarakat ihukum iadat iyang ibersangkutan (Nakan, 2015). 

Ciri-ciri ihak iulayat iadalah ihanya ipersekutuan ihukum iitu isendiri ibeserta para 

iwarganya iyang iberhak idengan ibebas imenggunakan itanah iyang iada idi wilayah 

ipersekutuan. iOrang iluar ihanya iboleh imenggunakan itanah i(hak iulayat) itu idengan iijin 

ipenguasa ipersekutuan. iWarga ipersekutuan ihukum i boleh mengambil imanfaat idari iwilayah 

ipersekutuan idengan i batasan ihanya iuntuk keperluan ikeluarganya. iPersekutuan ihukum 

ibertanggungjawab iatas isegala ihal yang iterjadi idi iwilayahnya. iHak iulayat itidak idapat 

idialihkan idengan icara apapun ijuga. iHak iulayat imeliputi ijuga itanah iyang isudah idigarap, 

iyang isudah diliputi ioleh ihak iperorangan. iMengenai iadanya iperkebunan ikelapa isawit ipada 

tanah/ ihutan iadat itidak imengurangai ikeberadaaan idan istatus ihutan iadatnya karena iada 

iyang iberpendapat ibahwa itanaman ikelapa isawit ijuga itermasuk tanaman ihutan. iAdanya 

ikomitmen iPemerintah iuntuk imelindungi ilingkungan idan menjaga ikelestarian ihutan, idan 

ijuga imenegakkan ihukum iterhadap i perusak hutan, i sebagaimana i terlihat dari iKeputusan 

iPresiden iNomor i16 iTahun i2011, dan iInstruksi iPresiden iNomor i10 iTahun i2011, imaka 

ipara ipelaku ipengusaha kebun ikhususnya iyang iberskala ibesar iyang iberada idalam ikawasan 

ihutan, sudah imulai iwas-was. 

Kondisi iyang iberkembang idi ikawasan ihutan, inampaknya isudah imulai disikapi ioleh 

iKementerian iKehutanan isecara ibijak. iMenteri iKehutanan iingin mengambil ikebijakan iagar 

ikeberadaan ikawasan ihutan itidak iberkurang idan berusaha imemberikan isolusi ikepada 

ipengusaha iperkebunan idi ikawasan ihutan, sehingga iKementerian iKehutanan imengeluarkan 

iPeraturan iMenteri iKehutanan RI iNomor iP. i62/ iMenhut-II/ i2011, itentang iPedoman 

iPembangunan iHutan Tanaman iBerbagai iJenis iPada iIzin iUsaha iPemanfaatan iHasil iHutan 

iKayu iPada Hutan iTanaman iIndustri i(IUPHHK-HTI) itanggal i25 iAgustus i2011. iPermenhut ini 

menyebutkan ikelapa isawit idianggap isebagai itanaman iindusri i(pohon iberkayu). 

Undang-Undang iNomor i41 iTahun i1999 itentang iKehutanan imenganut persepsi iyang 

iberbeda tentang ihak iulayat. iJika idalam ihukum itanah inasional hak ulayat idi isikapi  sebagai 

ihak iatas itanah iplus isegala iisinya i(baik ihutan imaupun non ihutan), imaka dalam ikonsepsi 

ikehutanan iterkesan itidak imengakui ihak ulayat ioleh ikarena iUU Kehutanan ipada iawalnya 

imemasukkan ihak iulayat iyang di idalamnya iada ihutan adat isebagai ihutan iNegara. iHal iini 

idapat idisimpulkan dari ipengertian ihutan iadat (Pasal i1 iangka i(6) iUU iNomor i41 iTahun 

i1999) sebagai iberikut: i“ iHutan iadat adalah ihutan iNegara iyang iberada idi iwilayah 

masyarakat ihukum i adat”, sedangkan ihutan iNegara i(ketentuan iumum iPasal i1 angka i4 iUU 

iNomor i41 Tahun i1999) idi idefenisikan isebagai: i“Hutan i yang berada ipada itanah iyang itidak 

idi ibebani ihak iatas itanah.” 

Apabila ifrase i“Negara” imasih iada idalam iPasal i1 iangka i(6) iUU Kehutanan imaka 

iPemerintah iakan iseenaknya isaja imenunjuk idan imenetapkan suatu ikawasan ihutan. iDengan 
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idemikian itermasuklah itanah iyang ibukan kawasan hutan imilik irakyat i kecil idan imasyarakat 

ihukum iadat imenjadi itidak berkepastian ihukum. iNamun, iapabila ifrase i“Negara” idihilangkan 

i(dinyatakan tidak imengikat idan itidak isah) imaka iPemerintah iharus imelalui iproses iuntuk 

menetapkan ikawasan ihutan, itidak ibisa iseenaknya isaja imenunjuk ibahwa isuatu areal iadalah 

ikawasan ihutan i melainkan iharus imelalui isuatu itahapan ipenelitian dan isebagainya. 

iMengenai iakibat ihukum iPutusan iMK iNomor i35/ iPUU-X/ i2012 terhadap ikeberadaan 

imasyarakat ihukum iadat ioleh ikarena iPasal i1 iangka i(6) khususnya isecara ieksplisit imenjadi 

itidak iberlaku ilagi idan ibatal idemi ihukum menyatakan ifrase i“Negara” imenjadi itidak isah. 

Dengan ikeluarnya iputusan iMahkamah iKonstitusi iNomor i35/ iPUU-X/ 2012 iyang 

imenguji iUU iKehutanan ikhususnya iketentuan i Pasal i 6 i angka i (1) telah i memberikan 

i kekuatan i hukum atas ikedudukan i pengusaaan i tanah adat ioleh imasyarakat ihukum iadat 

isehingga ikeberadaan idan iperlindungan penguasaan itanah imasyarakat i hukum iadat 

i mendapat i tempat i yang i semakin kuat i dan idengan i i iPutusan i i itersebut telah

 menjadikan masyarakat adat setidaknya (Siscawati, 2013): 

1. Pengakuan imasyarakat iadat isebagai i“penyandang ihak” i(rights-bearer), idan subjek 
ihukum iatas iwilayah iadatnya. iPutusan iMK iperlu idimaknai isebagai pemulihan 
ikewarganegaraan imasyarakat iadat; 

2. Setelah iPutusan iMK iatas iperkara iNomor i35/ iPUU-X/ i2012 iitu, itantangan terbesar isaat 
iini iadalah imewujudkan iralat ikonsep ipembangunan idan ralat kebijakan isecara 
imenyeluruh, idan 

3. Putusan iMK iperlu idijadikan irujukan ibagi iperubahan imendasar idalam pengelolaan 
ikekayaan ialam idan isumber-sumber iagraria ilainnya. 

Oleh ikarena iitu iseharusnya ipemerintah iKabupaten iPadang iLawas iUtara dalam 
irangka imenindak ilanjuti iPutusan iMK iNomor i35/ iPUU-X/ i2012 idapat mengambil ilangkah- 
ilangkah iuntuk ipenetapan ihutan iadat ikhususnya idi Kecamatan iSimangambat idengan 
imelaksanakan iketentuan iyang itelah idiatur dalam iPeraturan iMenteri iNegara iAgraria/ 
iKepala iBadan iPertanahan iNasional Nomor i5 iTahun i1999 iTentang iPedoman iPenyelesaian 
iMasalah iHak iUlayat Masyarakat iHukum iAdat isampai ikepada ipenerbitan iPeraturan iDaerah. 
Selanjutnya iupaya ihukum iyang idapat idilakukan iadalah idengan imengadvokasi masyarakat 
iguna imensosialisasikan iPutusan itersebut idan imembuat permohonan iusulan ikepada 
iPemerintah iDaerah iuntuk imenerbitkan iPeraturan Daerah idalam irangka imengukuhkan 
ikeberadaan itanah iadat imasyarakat ihukum adat. 

 

SIMPULAN 

Pengaturan penguasaan tanah masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-

undangan dapat dilihat bahwa pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat berkenaan dalam 

aspek pertanahan, kehutanan, perkebunan dan lingkungan hidup sudah sangat kuat terbukti 

pengaturan tersebut telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, walaupun hingga 

kini belum ada perangkat hukum yang bersifat harmonis, demikian juga implementasinya masih 

kurang. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain: Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945, TAP MPR Nomor: XVII/ MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, TAP MPR 

Nomor IX Tahun 2001 dan peraturn undang-undang lainnya sebanyak dua puluh peraturan yang 

mengatur keberadaan masyarakat Hukum Adat serta peraturan pendukung yang lebih rendah 

yang bersifat operasional seperti PMDN Nomor: 37 Tahun 2007, PMNA/ Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor: 09 Tahun 1999 kemudian telah dikuatkan juga dengan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012. Kedudukan hukum atas penguasaan tanah adat di Kecamatan 

Simangambat secara factual masih diakui oleh masyarakat. Dimana tanah adat yang berada di 
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Kecamatan Simangambat disebut “tanah adat Luhut Simangambat” yang sampai saat ini diakui 

keberadaannya. Pengakuan tersebut juga diperkuat oleh tokoh-tokoh adat Kecamatan 

Simangambat, namun secara yuridis hingga kini keberadaan tanah adat tersebut belum dapat di 

implementasikan oleh karena belum diterbitkan. Peraturan Daerah tentang pengakuan atas 

keberadaan tanah adat tersebut belum terbit. Keputusna Mahkamah Konstitusi tentang hukum 

adat adalah hutan adatnya masyarakat hukum adat setempat dapat menjadi pedoman dalam 

penerbitan Peraturan Daerah. Upaya hukum yang dapat dilakukan pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 35 /PUU-X/2012 adalah dengan mengadvokasi masyarakat guna 

mensosialisasikan dan selanjutnya dapat membuat usulan kepada Pemerintah Daerah untuk 

menerbitkan Peraturan Daerah. 
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